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WAKTU TERBATAS, DPRD KOTA YOGYA CARI UPAYA l

FUI DIY Desak Penuntasan Raperda Miras

YOGYA (KR) - Elemen ma-
syarakat dari Forum Ukhuwah
Islamiah (FUT) DIY mendatan-
gi gedung DPRD Kota Yogya,
Rabu (13/11). Kehadiran ratu-
san warga itu sebagai dukung-
an sekaligus mendesak agar
raperda terkait minuman ke-
ras (miras) dapat segera ditun-
taskan.

Plt Sekjen FUI DIY M Akhid
Subianto, mendukung penuh
langkah dewan dalam menyu-
sun raperda miras yang belum
terealisasi. Setelah mendapat-
kan, penjelasan dari jajaran
anggota DPRD Kota Yogya, pi-
haknya juga bisa memahami ji-
ka proses pembahasari tidak
berhenti melainkan ada berba-
. gai kendala yang menye-
babkan proses tidak berjalan
sesuai rencana. "Alhamdulillah
kalau perda terkait miras'bisa
selesai tahun ini. Tapi kalau t*
dak, tadi sudah ada komitmen

di triwulan pertama tahun de-:

pan bisa dibuat raperda menja-
di perda,” terangnya uisai men-
jalani audiensi. :
Pada kesempatan itu, FUL
DIY ditemui. langsung oleh
Wakil Ketua DPRD.Triyono
Hari Kuncoro, Ketua Bapem-
perda Ipung Purwandari, dan
Wakil Ketua Bapemperda Tri
Waluko  Widodo. -  Sesuai
Propemperda 2024, raperda

terkait miras yang menjadi pe-
mutakhiran dari Perda 4/1957
seharusnya bisa diselesaikan
pada’ tahun ini. Akan tetapi
seiring dinamika pergantian
anggota dewan serta pemben-
tukan alat kelengkapan, pro-
duk hukum yang sudah menja-
di target pembahasan belumju-
ga bisa dibentuk pansus.

Akhid mengaku persoalan

‘miras sangat mendesak, meng-

ingat banyaknya laporan ter-
kait dampak negatif dari
peredaran miras di masyara-
kat. Oleh karena itu pihaknya
akan terus memantau per-
kembangan proses penyusu=-
an regulasi terkait pengen-
dalian miras serta telakukan
dialog dengan berbagai pihak
terkait. 'Ini termasuk keperca-
yaan pada pimpinan dewan,
apakah secara serius akan
ditindaklanjuti atau tidak.
Masyarakat yang akan meni-
lai," tandasnya.

Sementara Tri Waluko
Widodo, menyebut kendala
utama . adalah keterbatasan
waktu yang semakin mende-
sak. Apalagi alat kelengkapan
dewan baru terbentuk awal

" November. Sedangkan meru-

juk pada aturan perundangan
serta surat dari provinsi yang
meminta fasilitasi raperda pa-
ling lambat 29 November, ma-

ka kemungkinan terbahas
akan semakin tipis. Hal ini
karena belum ada pansus yang
dibentuk serta tahapan pan-
jang dalam proses pembahasan
raperda bisa memiliki legali-
i .
Kendati begitu, jajarannya
tetap akan berupaya keras un-
tuk membahas. Pasalnya
masih ada celah untuk mem-

perpanjang jangka waktu fasili-
tasi raperda sesuai dengan
Permendagri. "Permendagri itu
khusus untuk peraturan-perat-
uran tertentu. Jadi, kita masih
akan mengkaji apakah raperda

bagai peraturan khusus, se-

hingga bisa mendapatkan per-

panjangan waktu," katanya.
(Dhi)-f
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